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ABSTRAK 

 

 

Fatimatuz  Zuhroh. 202120251035. Peran Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Banten Dalam 

Menindaklanjuti Penanganan Perkara Pungutan Liar Pada Pelayanan 

Publik Di Provinsi Banten 

  

 

Pungli yang  terjadi di masyarakat telah merusak esensi dari pegawai pelayanan 

publik karena ketidakmampuannya dalam mengemban wewenang sebagai mana 

mestinya. Hal tersebut membuat citra pelayanan publik yang terjadi di Indonesia 

menjadi negatif.   Dengan berbagai pembaharuan dan undang-undang yang 

mengatur tentu diharapkan agar masyarakat dapat memiliki sisi baru atau melihat 

perubahan pelayanan publik yang terkesan negatif, nyatanya kasus pungutan liar 

semakin marak terjadi pada pelayanan publik di Indonesia. Penyelenggaraan 

pelayanan publik yang baik merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan 

yang baik (good governance) yang dijalankan sesuai dengan isi Pasal 10 Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang salah satu 

parameternya adalah bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, apabila pelayanan yang diberikan    kepada masyarakat buruk maka hal 

tersebut menandakan bahwa kinerja instansi pemerintah belum baik. Penegakan 

hukum  terhadap Pungli telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) namun tidak dijelaskan secara langsung mengenai pungli akan tetapi 

dapat dimaknai sebagai kegiatan pungli terdapat pada Pasal 368 KUHP dan Pasal 

423 KUHP. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

kasus. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, 

Satgas Saber Pungli telah melakukan 12 operasi penindakan terhadap pelaku 

pungli. Operasi penindakan tersebut berhasil menangkap 20 pelaku pungli. Dari 

20 pelaku pungli tersebut, 15 pelaku telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. 

Satgas Saber Pungli di Provinsi Banten memiliki peran yang sangat penting dalam 

menegakkan hukum dan memberantas praktik pungutan liar (pungli) pada layanan 

publik. Upaya penegakan hukum pun dilakukan melalui serangkaian langkah yang 

sistematis dan terukur. 

 

 

Kata Kunci: Peran, Satgas Saber Pungli, Pungli, Pelayanan Publik 
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ABSTRACT 

 

 

Fatimatuz Zuhrih. 202120251035. The Role of the Banten Province Task 

Force for Cleaning Up Illegal Levies (Satgas Saber Pungli) in Following Up on 

Handling Cases of Illegal Levies on Public Services in Banten Province 

 

Extortion that occurs in society has damaged the essence of public service 

employees because of their inability to carry out authority as they should. This 

makes the image of public services in Indonesia negative. With various reforms 

and regulating laws, it is hoped that the public will have a new side or see 

changes in public services that seem negative. In fact, cases of illegal levies are 

increasingly common in public services in Indonesia. Providing good public 

services is part of the implementation of good governance which is carried out in 

accordance with the contents of Article 10 of Law Number 30 of 2014 concerning 

Government Administration, one of the parameters of which is how the 

government provides services to the community, if the services provided to society 

is bad then this indicates that the performance of government agencies is not 

good. Law enforcement against extortion is regulated in the Criminal Code 

(KUHP) but it is not directly explained regarding extortion, but it can be 

interpreted as extortion activities contained in Article 368 of the Criminal Code 

and Article 423 of the Criminal Code. 

The research method used in this research is a normative juridical research 

method using statutory and case approaches. Based on the research results, it can 

be seen that in 2023, the Saber Extortion Task Force has carried out 12 

enforcement operations against extortion perpetrators. This enforcement 

operation succeeded in arresting 20 extortion perpetrators. Of the 20 extortion 

perpetrators, 15 perpetrators have been sentenced by the court. The Saber 

Extortion Task Force in Banten Province has a very important role in enforcing 

the law and eradicating the practice of illegal levies (extortion) on public 

services. Law enforcement efforts are also carried out through a series of 

systematic and measurable step 
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